KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REFUDBLIX INDONESIA

NOMOR 515 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

Menumbang

henginga:

DARUL MA'WA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

i

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madraszh
yvang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukun untuk menyelenggaraikan
mardrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah  vang ilercantum dalam  kepulusan ini
memenuhi persvaratan administratif, tekmis dan kelayakan
schagaimana mestinya =serta telah direkomendasilan eoleh
Kepala Kantor Kememterian Agama Kota Bogor Nomer:
Kd.10.17/2/PP.CO/0032/2016 dan WNota Persetujuan Kepala
Ridang Pendidikan Madrasah Nomor: 02535 /ND/IPM /2016,

bahwa berdasarlan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam hurul a dan huruf b perlu menetapkan Eepulusan
Menteri Agamsz tentang Penetapan lzin Operasional Pendirian
Madrasah Tsanawiyval Daral Ma'wa Hota Bogor Kota Bogor;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional (Lembaran DNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negsra Republik
Indonesia Nomor 4201},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ifentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nemor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4386);

Peraturan Pemerintah Momor 19 Tehun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4498) sebagaimana telsh diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tshun 2013 tentang
Peribahan atas Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 2000
tentang Standar Nasionzl Pendidikan (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inidonesia Nomor 5410);



o

10,

11:

Peraturan Pemerinlah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tamwbahan Tembaran
Megara Republik Indoncsia Nomor 4363);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 lentang
Pendanasn  Pencidiltan (Lemboran Negarag  Republilke
Indonesis Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembearan
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 741 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Nomor ¢941};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2150] sebagaimena  telah divbab  denpan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor |12,
Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan MNastonal Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Selkolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawivah, dan Sckoldh Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota schagaimana telah  diubah menjadi
Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudsaraan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidilan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupsten,/Kota;

Peraturan Menteri Agame Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama [slam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama MNomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengaweas Pendidikan Agama |slam
pada Sekeolan (Berita Negara Republik Indenesia Tahun
2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomer 31 Tabun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agamna Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengawas Madrazah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sckolah (Berita Negara
Repuklik Indoneaia Tahun 2013 Nomor 684);
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12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenpggaran  Pendidikan  Madrasah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13832);

MEMUTUSHAN:

EEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAFPAN IZIN
OPERASIONAL FENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL
MA'WA KOTA BOGOR,

Memberikan izin operasional pendirian  kepada madrassh
sebagaimana fercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini,

Setelah jungka waktu 4 (empai) Tahun, Kepala Madrasah yang

bersanglkutan wajity

4, Menvampaikan laparan perkembangan madrasah kepada Kepala
Kantor Kemecnterian Agemea yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan lkurikulum,
pelakeanaan pemenuhan  standar sarana  prasarans, dan
pelalisanaan pemenuhan  standar  pendidik dan  tenagn
kependidikan; dan/atau

b, Mengajukan pendaltaran visitasi akreditasi sekelah/madrasah
kepada BAP-S5/M sesumi ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Dialam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksnd Diktum KEDRUA huruf b mendapat
peringkat minimal €, maka izin cperasional sebagaimana dimalksud
dalam Diktum KESATU tetap berlaku,

Dalarn hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huraf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atan hasil akoedilas
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul b udak mendapat
prringkal winimal ©, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulat berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dhtetapkan di Bandung
paca tanggal 20 Juni 2016
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REFUBLIK
INDONESIA

NOMOR
TENTANG

315 TAHUN 2016

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWITAH DARUL MA'WA
KOTA BOGOR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 MNama Madrasah

Madrasah Tsanawiyah Darul Ma'wa
Kota Bogor

2 Nomor Statistilc Madrasah

1 121232710040

3 Alamnet Madrasah

Katulampa Buleud RT 05 RW 028
Kelurahan Katulampe
Kecamatan Bogor Timur

Kota Bogor

Provinsi Jawa Barat

4 | Mama Orgamisasi Penyelenggara

Yayasan  Al-Mahdhoriyah

[YMB|

Badrivah

Akte Notaris Organisasi
Penyelenggura

on

Wuzuludin Maulana,3H
Nomor ;4 Tanggal 13 Agustus 2014

B Penpesahan Alzte Notaris
Organisasi Penyelenggara

AHU-04595.50.10.2014
Tanigeal 22 Agustus 2014

=T AN, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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